







A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun 
semakin meningkat, hal ini terlihat pajak sebagai sumber penerimaan kas negara 
paling besar dan semakin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari 
sektor pajak. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Indonesia (APBN) 
tahun 2016 dengan pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri 
dan penerimaan hibah. Total pendapatan dalam negeri dari penerimaan 
perpajakan sebesar Rp 1.822,5 Triliun, yang bersumber dari penerimaan 
perpajakan sebesar Rp 1.546,7 Triliun, serta dari penerimaan negara bukan 
pajak sebesar Rp 273,8 berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan 
penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 Triliun (http://www.kemenkeu.go.id/ 
apbn2016). Dengan adanya kondisi tersebut, mengharuskan semua pihak terlibat 
dalam penyelengaraan negara termasuk masyarakat sebagai wajib pajak. 
Keterlibatan peran serta masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan 
merupakan kunci penting bagi negara dalam mengatur roda pembangunan yang 
sedang atau akan berjalan. Awal dari struktur organisasi pemerintahan yang 
mengandalkan sumber penerimaan pendapatan kas negara yang berasal dari 
sektor kekayaan alam, seperti gas alam, mineral, dan minyak bumi, namun 
karena kondisi sumber daya alam yaitu minyak bumi dan gas yang terbatas, 






Kebanyakan pemerintahan di dunia modern bergantung pada pendapatan 
pajak sebagai sumber utama yang penting untuk menyediakan layanan-layanan, 
dan barang-barang untuk masyarakat (Khasawneh et al. 2008). Pajak merupakan 
tulang punggung penerimaan negara yang ditujukan untuk membiayai 
pengeluaran negara dan berasal dari iuran masyarakat dan dapat bersifat 
paksaan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak juga 
didefinisikan sebagai retribusi wajib yang diberlakukan oleh pemerintah atau 
badan lainnya pada pendapatan, pengeluaran, atau modal aset, sementara wajib 
pajak tidak menerima apa-apa secara langsung (Al-Mamun et al. 2014). Pajak 
berbeda dari denda atau hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah, pajak tidak 
dimaksudkan untuk menghalangi dan menghukum perilaku yang tidak dapat 
diterima. Berdasarkan website Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian 
Keuangan dalam membiayai penyelenggaraan negara seperti infrastruktur, 
subsidi, membayar utang luar negeri, dan gaji pegawai negeri membutuhkan 
dana sekitar Rp2.095,7 Triliun, sehingga negara masih mengandalkan sektor 
pajak sebagai penerimaan negara dengan target penerimaan pajak sebesar 
Rp1.546 triliun atau 84% dari seluruh total penerimaan negara. 
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Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan tiga jenis sistem 
yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding 
system. Offiicial assesment system menjelaskan bahwa sistem ini memberi 
kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 
Sistem self assessment system berarti pemerintah memberi wewenang, 
kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Sementara withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Ikatan Akuntan Indonesia 
2013). 
Sistem perpajakan di Indonesia pada awal tahun 1984 berubah dari 
official assessment system menjadi sistem perpajakan menganut self assessment 
system, sistem tersebut memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk 
menghitung sendiri besaran pajak yang terutang dan membayar pajak yang 
harus dibayar serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam peraturan yang berlaku ke kantor pajak. Supaya sistem tersebut dapat 
berjalan sebagaimana mestinya, dibutuhkan kesadaran, kejujuran, dan 
kedisiplinan, wajib pajak untuk melaporkan dan menyampaikan laporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo 
2011). 
 Helhel dan Ahmed (2014) menjelaskan bahwa menyampaikan SPT 





dengan kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan SPT. Kepatuhan pajak 
digambarkan sebagai proses pemenuhan wajib pajak sebagai kewajiban sipil 
untuk membayar pajak dan mengisi SPT yang termasuk berkaitan dengan 
penyediaan dokumen yang diperlukan dan keterangan yang dibutuhkan oleh 
otoritas pajak pada waktu yang tepat. Kepatuhan wajib pajak juga didefinisikan 
sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Ritsatos 2014). Patuh-
tidaknya seorang wajib pajak dapat dilihat dalam mendaftarkan dirinya, 
kepatuhan untuk melaporkan SPT, kepatuhan dalam pembayaran pajak 
terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Kepatuhan perpajakan 
meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material (substansi), dimana 
kepatuhan formal merupakan pelaksanaan kewajiban menyampaikan SPT dan 
kepatuhan material (substansi) berarti SPT disampaikan dengan benar (Agustin 
2014). 
Kepatuhan wajib pajak dapat menimbulkan permasalahan bagi 
masyarakat lain. Pemerintah dalam hal ini negara dapat mewajibkan seluruh 
individu yang hidup dalam suatu negara harus patuh dalam pelaporan dan 
pembayaran pajak agar terhindar dari tindakan penghindaran, pengelakan, 
penyelundupan, dan pelalaian pajak (Hendrich 2012). Saad (2014) menjelaskan 
bahwa di negara-negara tetangga, seperti Australia dan Singapura, tingkat 
kepatuhan pajak juga masih sangat rendah, hal ini terlihat dari pelaporan dan 
penyampaian SPT hanya sekitar 45% dan Singapura hanya 54% dari total 
seluruh wajib pajak di negara tersebut. Padahal wajib pajak diharuskan 





pajak sesuai dengan peraturan pajak pada saat SPT diajukan. Sementara itu, 
berdasarkan data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 
orang pribadi di Indonesia pada September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut 
diperoleh dari jumlah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dibandingkan 
dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat 
kepatuhan wajib pajak 2014 yang mencapai 59,88%. Rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, mendorong pemerintah 
mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang diambil oleh 
pemerintah adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi yang ada 
sebagai sarana bagi Wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya (Sesa et al. 
2015). 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Internet World Statistic, Indonesia 
berada pada posisi keempat pada jumlah pengguna internet di asia. Selain itu, 
Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan jumlah pengguna internet dan 
berada pada posisi ke delapan dengan estimasi populasi penduduk Indonesia 
tahun 2015 sekitar 248.645.008 orang dengan pengguna internetnya sebesar 
55.000.000 orang, hal tersebut mencerminkan peningkatan yang sangat tinggi 
dalam dunia pengguna internet dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya 
2.000.000 pengguna internet di Indonesia (Sesa et al. 2015). 
Salah satu cara yang digunakan pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT adalah dengan 





memberikan pendapatan yang diperlukan dalam mengejar tujuan kolektif 
seperti jaminan sosial, kemakmuran ekonomi dan redistribusi kekayaan, 
keselamatan internal dan nasional, dan kehidupan budaya (Khasawneh et al. 
2008). Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan 
teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Khasawneh et al. 
(2008) juga menjelaskan bahwa untuk menjadi sistem yang baik, sistem 
haruslah mencakup faktor kenyamanan, efisien, dan adil. Penggunaan teknologi 
komunikasi dan informasi memiliki peranan yang penting dalam menjalankan 
bisnis serta dalam urusan perpajakan. Otoritas pajak di seluruh dunia 
menggunakan sistem administrasi perpajakan elektronik untuk berinteraksi 
dengan wajib pajak dalam pengumpulan pajak, administrasi dan tata cara 
kepatuhan (Ling dan Nawawi 2010). Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini 
ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan 
perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan 
dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di 
berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan 
modernisasi terjadi di awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 Tanggal 14 Mei 2004 tentang 
jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian SPT 
dan penyampaian perpanjangan SPT Tahunan menggunakan e-filiing (Laihad 
2013). 
Sistem e-filing merupakan aplikasi e-government yang digunakan di 





sangat menguntungkan bagi pemerintah karena sistem e-filing  menghindari 
banyak kesalahan wajib pajak dalam membuat pengisian secara manual, dan 
wajib pajak dapat mencocokkan data (Lee et al. 2008). E-filing juga diartikan 
sebagai surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk formulir 
elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara 
elektronik dalam bentuk data digital  yang ditransfer atau disampaikan  ke  
Direktorat  Jenderal  Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau 
Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Pajak dengan proses secara online dan real time (Nugroho et al. 2014).  
Saat ini pemerintah perlu melayani masyarakat melalui teknologi 
internet guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan meyakinkan masyarakat 
khususnya pada tingkat transaksi (Chen et al. 2015). Ojha et al. (2009) 
menerangkan bahwa sistem e-filing telah membantu departemen perpajakan 
dalam menyelesaikan pengolahan SPT pajak penghasilan dan penerbitan 
pengembalian dana lebih pada waktu yang tepat. Selain itu, e-filing juga akan 
berfungsi sebagai sumber otentik, komprehensif dan terkait keuangan, bisnis, 
dan data ekonomi untuk perumusan kebijakan di pemerintahan. Hal ini telah 
memungkinkan departemen pajak untuk mengambil keputusan administratif 
kunci dalam fungsi administrasi perpajakan dan kepatuhan (Ojha et al. 2009). 
Penggunaan e-filing di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan 
dengan negara lain (Agustin 2014). Kurangnya sosialisasi dari Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) atau mungkin wajib pajak belum dapat menerima sebuah 





penggunaan e-filing belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pola 
pikir wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam 
pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga 
berperan besar, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat 
yang lebih besar bagi wajib pajak maupun DJP. Laihad (2013) mengatakan 
bahwa partisipasi wajib pajak dalam penggunaan e-filing masih rendah akan 
mengakibatkan return yang diterima DJP juga rendah. Hal ini merugikan DJP 
yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem 
informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi 
perpajakan. Return yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi 
yang dibuat DJP tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga 
perlu adanya sosialisasi secara jelas terkait penggunaan e-filing (Laihad 2013). 
Penerapan e-filing sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem 
perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima 
terhadap publik di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima 
terhadap publik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Dengan 
mengetahui penggunaan e-filing, maka akan meningkatkan kepuasan wajib 
pajak yang merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat (Tresno et al. 2013).  
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ritsatos (2014), Saad (2014), 
Kamleitner et al. (2012) menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan 
persepsi kemudahan yang mengacu pada Theory Acceptance Model (TAM) oleh 





hal ini berarti semakin tinggi persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan 
yang dirasakan oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Hal ini menunjukkan penggunaan sistem online dalam pelaporan 
pajak sangat membantu dan bermanfaat bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak 
akan menjadi taat dan patuh dalam melaporkan pajaknya. Selain itu, dalam 
penggunaan sistem pajak, wajib pajak akan lebih mudah memahami dan mampu 
menggunakan sistem yang memiliki persepsi kemudahan penggunaan, sehingga 
berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia oleh Sari dan 
Kerthahadi (2014), Agustin (2014), Nugroho et al. (2014), Tresno et al. (2013) 
menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dalam 
penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memahami penggunaan e-filing 
dan memberi manfaat khususnya biaya dan waktu wajib pajak dalam 
menggunakan sistem informasi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT) secara online, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat 
penyampaian SPT pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain 
itu, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan 
dengan memanfaatkan sistem informasi yang terkini (e-filing) berdasarkan 
persepsi kemudahan penggunaan merupakan strategi yang ditempuh DJP untuk 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Penerapan e-filing tidak hanya berpengaruh pada tingkat kepatuhan 





dalam menyampaikan SPT Tahunannya kepada DJP. Minat (intention) 
merupakan keinginan untuk melakukan suatu perilaku sesuai kehendak individu 
(Agustin 2014). Berdasarkan Theory Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa 
teknologi informasi mampu mengubah suatu perilaku dalam mengambil 
keputusan melalui penekanan biaya yang diperlukan oleh informasi dan 
memperluas distribusi informasi (Laihad 2013). Laihad (2013) juga 
menerangkan bahwa aspek keperilakukan dalam implementasi teknologi 
informasi berhubungan dengan penerimaan pengguna terhadap teknologi 
infomasi yang diterapkan, sehingga aspek keperilakuan mampu merubah wajib 
pajak untuk terus melakukan hal-hal yang berulang-ulang dan hal ini dikaitkan 
dengan penggunaan e-filing yang berkaitan dengan kebiasaan. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen et al. (2015) Teoh et al. 
(2013) Schaupp et al. (2010) dan Ojha et al. (2009) menyatakan bahwa persepsi 
kebermanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh signfikan terhadap minat 
perilaku pengguna atau user. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 
persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dalam suatu penggunaan 
sistem, maka akan meningkatkan minat perilaku pengguna. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia oleh Nurhasanah et al. 
(2015), Andrian et al. (2014), Wibisono dan Toly (2014), Laihad (2013), Lie 
dan Sadjiarto (2014) serta Noviandini (2012), berhasil membuktikan bahwa 
persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dari penggunaan sistem e-
filing berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak. Hal ini 





filing yang menguntungkan wajib pajak karena meningkatkan kinerja dan 
efektivitas dalam pelaporan pajak. Selain itu, persepsi kebermanfaatan juga 
memiliki peran dalam memengaruhi minat perilaku, sehingga perilaku wajib 
pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing didasarkan pada nilai 
kebermanfaatan sistem e-filing. Kemudian, layanan yang mudah diakses dan 
dapat dipahami pribadi wajib pajak dalam menggunakan e-filing (persepsi 
kemudahan) akan memengaruhi wajib pajak untuk terus-menerus menggunakan 
e-filing. Dengan demikian, semakin mudah dalam menggunakan e-filing, maka 
minat untuk menggunakan e-filing akan semakin besar dan begitupun 
sebaliknya. 
Dalam perkembangannya, penelitian mengenai penerapan e-filing 
terhadap kepatuhan dan minat perilaku wajib pajak belum banyak dilakukan, 
dan penelitian dibidang ini merupakan masalah yang menarik untuk diteliti 
karena alasan yang mendasarinya dapat berbeda-beda. Kemudian, keterbaruan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian ini 
mengambil subyek penelitian atau mengangkat topik tentang e-filing yang 
dianggap masih baru dan belum banyak wajib pajak yang mengetahui tentang 
pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelaporan pajak. Selain itu, 
sampel data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 
kepatuhan wajib pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta yang 
mengacu Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban 





Sipil Negara, sehingga diprediksikan bahwa kepatuhan wajib pajaknya semakin 
meningkat, dengan kata lain seluruh PNS pasti memenuhi kewajiban 
perpajaknya. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pajak dan 
minat perilaku wajib pajak pada kalangan PNS dan karyawan swasta, dimana 
PNS memiliki income atau pendapatan yang tetap dan sudah pasti, sementara 
pendapatan karyawan swasta tergolong fluktuatif. Penelitian ini menambahkan 
variabel minat perilaku sebagai variabel mediasi untuk memediasi hubungan 
antara persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Dengan demikian, masih perlu dilakukan penelitian kembali 
terhadap kepatuhan dan minat perilaku wajib pajak dalam menyampaikan SPT 
Tahunan melalui penerapan e-filing. Berdasarkan hal inilah peneliti termotivasi 
untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: ―Peranan Minat Perilaku 
Wajib Pajak Dalam Memediasi Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak‖. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasar latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka 
perumusan masalah pada penelitian ini meliputi: 
1. Apakah persepsi kebermanfaatan penggunaan sistem e-filing berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan sistem e-filing berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak? 
